A

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

1.

Pasal 28 ayat 2 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa keputusan
pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir
dari perkawinan, memberikan perlindungan hukum bagi anak yang
lahir dari perkawinan sedarah. Kedudukan hukum anak yang lahir dari
orang tua yang berdarah darah sama dengan perlindungan hukum bagi
anak yang lahir dari perkawinan sedarah. Persatuan dua orang atau
lebih yang memelihara hubungan intim satu sama lain melalui
lembaga perkawinan. Seharusnya tidak mengherankan bahwa gagasan
pernikahan dalam bentuk ini tidak diizinkan. Dan sesuai dengan
Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika terjadi perkawinan seperti ini,
maka perkawinan tersebut wajib dibatalkan dan diperlakukan seolah-
olah tidak pernah terjadi. Menurut KUH Perdata, anak hasil inses
dianggap sebagai anak sumbang. Karena orang tuanya tidak
diperbolehkan menikah secara sah, anak ini dianggap sebagai anak
haram, meskipun sebenarnya ia adalah anak konflik. Namun lain
halnya jika diketahui bahwa Pasal 31 ayat 2e KUHPerdata
menyebutkan bahwa pengecualian dapat dilakukan jika ada alasan
yang memaksa dan presiden memberikan tambahan dispensasi atas

pelanggaran tersebut.
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Hak waris seorang anak yang lahir dari orang tua yang berdarah darah
adalah bahwa jika dilihat dari Pasal 867 KUHPerdata, anak yang
dihibahkan sama sekali tidak berhak atas harta warisan dari orang
tuanya dan sedapat mungkin hanya mencari nafkah secukupnya untuk
hidup, dan ini juga diperkuat oleh Stake KUH Perdata. Hak waris
anak yang lahir dari orang tua yang berdarah darah adalah bahwa hak
waris anak yang lahir dari orang tua yang berdarah darah adalah hak
waris yang bertentangan dengan apa yang diatur dalam Pasal 76
Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa ikatan hukum antara
seorang anak dengan orang tuanya tidak akan putus jika suatu
perkawinan bubar, hal ini berkaitan dengan keadaan ketika anak itu
lahir di luar perkawinan. Oleh karena itu, anak tetap wajib diasuh oleh
kedua orang tuanya sekalipun perkawinan yang telah dilangsungkan
oleh orang tua itu dinyatakan batal demi hukum. Baik hak-hak anak
sebagai anak maupun kewajiban-kewajiban yang dimiliki anak
terhadap kedua orang tuanya tetap berjalan bahkan setelah anak itu
dewasa. Artinya anak akan tetap memiliki hak-haknya sebagai anak
yang harus dipenuhi oleh orang tuanya sampai anak tersebut dewasa,
dan sebaliknya anak tersebut akan tetap mempunyai kewajiban
terhadap keduanya. terlihat dari ketentuan Pasal 31 ayat 2e yang
memberikan pengecualian terhadap perkawinan sedarah, bahwa hal ini
dapat disahkan dengan dispensasi presiden, maka anak sumbang dapat

dilegalkan, dan masalah pewarisan anak sumbang dapat disamakan
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dengan status anak sah. Jika demikian halnya, maka anak sumbang
dapat dilegalkan, dan masalah pewarisan anak sumbang dapat

disamakan dengan status anak sumbang.

B. Saran-saran

1.

Dimungkinkan untuk mencegah seorang anak dilahirkan dari orang
tua berdarah darah dengan memastikan bahwa pengenalan langsung
atau pemberitahuan tentang leluhur keluarga ada di sana. Hal ini
dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pemerahan antara kerabat
dan tetangga, untuk menghindari kesalahan atau ketidaktahuan dari
kedua pihak yang terlibat, yang mungkin berdampak negatif bagi
perkawinan.

Hakim harus memperhatikan masalah anak yang lahir dari perkawinan
tersebut, dan hakim harus melanggar hukum untuk menjamin bahwa
anak yang lahir dari perkawinan tersebut mendapat perlindungan dari
perkawinan sedarah. Hal ini diperlukan untuk mencegah perkawinan
sedarah, yaitu istilah hukum yang mengacu pada perlindungan hukum
anak dari perkawinan sedarah sebagai akibat dari batalnya perkawinan
orang tuanya. Selain itu, pemerintah merancang undang-undang yang
unik untuk pernikahan antara kerabat, untuk memastikan bahwa anak-
anak yang lahir dalam hubungan tersebut diberikan keamanan hukum

yang jelas.
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Lampiran 1. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan
peraturan perundang-undangan negara yang mengatur tentang perkawinan di
negara ini. Di sisi lain, hukum adat tidak tertulis yang telah ada sejak zaman
nenek moyang kita dan terus mengatur perkawinan kini tidak berubah sama
sekali sepanjang perjalanan sejarah. Undang-undang ini mengatur tentang
perkawinan dan tidak pernah dikodifikasikan dalam dokumen hukum
manapun. Selain itu, ada badan hukum yang dikenal sebagai hukum perdata
yang mengatur pernikahan dan masalah sipil lainnya yang terkait dengannya
dengan warna dan hubungan tambahan.

Karena pernikahan diatur dengan cara yang sama dalam Islam, hal
itu sering dilihat sebagai kontrak suci yang dibuat oleh seorang pria dan
seorang wanita dengan tujuan untuk membangun sebuah unit keluarga yang
puas. Selain itu, pernikahan adalah ikatan yang sangat mengikat untuk
mengikuti petunjuk Allah, dan dengan demikian, tindakan mematuhi tuntutan

tersebut adalah ibadah.



